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3.1.1. [bookmark: _Toc138424393]Sejarah dan Perkembangan Dinas Lingkungan Hidup  Kabupaten Cirebon

Dalam upaya pengelolaan Lingkungan di Kabupaten Cirebon secara kelembagaan telah dibentuk organisasi perangkat daerah yang menanganinya. Semula berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Cirebon dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon, pengelolaan Lingkungan ditangani oleh Bagian di Sekretariat Daerah dengan nama Bagian Lingkungan Hidup dibawah Asisten Administrasi Pembangunan, dengan membawahi Sub Bagian Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), dan Sub Bagian Penanggulangan Pencemaran.
Pada tahun 1999, Bagian Lingkungan Hidup berdiri sendiri, tidak lagi menjadi bagian dari Sekretariat Daerah tetapi menjadi Badan Pengendali Dampak Lingkungan Daerah, dengan dasar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pembentukan 19 (Sembilan belas) Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah  Tingkat II, dan ditindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 5 Tahun 1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Cirebon Daerah Tingkat II Cirebon.
Pada Tahun 2001 Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Cirebon Cirebon mengalami perubahan kembali menjadi Kantor Lingkungan Hidup, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 43 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon Daerah Tingkat II Cirebon, dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 44 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Lingkungan Hidup.
Dalam rangka penyederhanaan birokrasi pemerintahan yang efektif dan efisien serta terdesentralisasi kewenangan di bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan, Pertambangan, dan Pertanahan yang dilaksanakan daerah, pada tahun 2004 berubah lagi menjadi Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertambangan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 27 Tahun 2004 tentang Pembentukan Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertambangan, dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 28 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pertambangan.
Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah propinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota, dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, terjadi penyesuaian kembali, sehingga Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertambangan pada Tahun 2008 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Cirebon, berubah menjadi Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Cirebon.
Pada Tahun 2016, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12  Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon serta Peraturan Bupati Cirebon Nomor 61 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cirebon, Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Cirebon berubah nomenklatur menjadi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon, sampai dengan sekarang.
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Sumber: peta Kabupaten Cirebon

Lokasi dari Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon sendiri berada di Jalan Sunan Drajat No. 15 Sumber. Berada pada titik koordinat 6045’46” LS 108028’33” BT, yang dibatasi beberapa wilayah, diantaranya: 
1. Sebelah Utara		: Dinas Sosial Kabupaten Cirebon
2. Sebelah Selatan		: Dinas Korps Pegawai Republik 
   				  Indonesia  Kabupaten Cirebon
3. Sebelah Barat		: Dinas Komunikasi dan Informatika
    				  Kabupaten Cirebon
4. Sebelah Timur		: Perumahan warga/ Kebun hutan 
   			  Mahoni
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Peraturan-peraturan yang menjadi dasar pembentukan Perangkat Daerah dan dalam pelaksaan tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 – 2038;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2019 – 2024;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12  Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon;
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 61 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cirebon;
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 74 Tahun 2016 tentang Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 44 Tahun 2018 tentang Organisasi, Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon.
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Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12  Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon dan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 74 Tahun 2016 tentang Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dengan struktur organisasi secara lengkap terdiri dari :
1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, meliputi:
a. Sub bagian Umum dan Kepegawaian
b. Sub Bagian Keuangan dan Aset
c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
3. Bidang Tata Lingkungan, terdiri dari :
a. Seksi Inventarisasi dan Rencana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan
b. Seksi Penilaian Dokumen Lingkungan
4. Bidang Pengendalian dan Pemulihan Dampak Lingkungan, terdiri dari:
a. Seksi Pengendalian Lingkungan Hidup
b. Seksi Pemulihan Kerusakan Lingkungan
5. Bidang Penaatan Hukum dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan :
a. Seksi Penaatan Hukum Lingkungan
b. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan dan Kemitraan Lingkungan Hidup
6. Bidang Kebersihan dan Pertamanan, meliputi :
a. Seksi Kebersihan
b. Seksi Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah
c. Seksi Pertamanan dan Pemakaman
Struktur organisasi tersebut juga akan didukung oleh Kelompok Jabatan Fungsional dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang akan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional dan/atau teknis penunjang Dinas khususnya dalam penanganan sampah dan laboratorium lingkungan. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup secara lebih jelas adalah sebagai berikut:
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Tugas dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon meliputi :
1. Merencanakan, merumuskan kebijakan,  membina administrasi dan teknis, mengkoordinasikan, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan program dan kegiatan di bidang lingkungan hidup.
2. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana diatas, maka Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :
1. Perumusan kebijakan, pengendalian, evaluasi rencana strategis, dan rencana kerja di bidang lingkungan hidup.
2. Perumusan dan penetapan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan di bidang lingkungan hidup.
3. Perencanaan dan pengendalian anggaran.
4. Pengendalian urusan administrasi Dinas.
5. Perumusan dan penetapan kebijakan Standar Operasional Prosedur (SOP), target capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) bidang lingkungan hidup.
6. Perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum di bidang lingkungan hidup.
7. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama fasilitasi bidang lingkungan hidup dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dan instansi terkait.
8. Pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Dinas.
9. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
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Misi Dinas Lingkungan Kabupaten Cirebon mengacu pada visi, misi serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih periode 2019 – 2024 sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2020 – 2024. Visi dan misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2019 – 2024 adalah "Terwujudnya Kabupaten Cirebon Berbudaya, Sejahtera, Agamis, Maju Dan Aman”.
Tujuan dari misi tersebut adalah: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah yang berkeadilan berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan. 
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Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi/organisasi, karena manusia sebagai pelaksana sangat menentukan akan capaian tingkat kinerja atau keberhasilan instansi/organisasi tersebut dalam mencapi tujuannya. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Cirebon dalam mencapai tujuannya didukung  pegawai sebanyak 44 pegawai (orang) berstatus pegawai negeri sipil (PNS) dan dibantu dengan tenaga kontrak sebanyak 341 orang. 
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	No

	Pendidikan
	Golongan
	Jumlah
(Org)

	
	
	I
	II
	III
	IV
	

	1.
	S3
	-
	-
	-
	1
	1

	2.
	S2
	-
	-
	2
	6
	8

	3.
	S1
	-
	-
	18
	1
	19

	4.
	DIPLOMA (D3)
	-
	-
	1
	-
	1

	5.
	DIPLOMA (D1)
	-
	-
	-
	-
	-

	6.
	SLTA
	-
	12
	1
	-
	13

	7.
	SLTP
	-
	-
	-
	-
	-

	8.
	SD
	2
	-
	-
	-
	2

	
	JUMLAH

	2
	12
	22
	8
	44




Tabel. 3.2
Komposisi Pegawai DLH Kabupaten Cirebon Berdasarkan Eselon
	Nomor

	Jabatan
	Jumlah

	1.
	Eselon  II b
	1

	2.
	Eselon  III a
	1

	3.
	Eselon  III b
	4

	4.
	Eselon  IV a
	14

	5.
	Fungsional
	1

	
	Jumlah

	21
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Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dapat berjalan secara efektif dan efisien, selain dibutuhkan sumber daya manusia yang yang berkualitas, ditunjang asset/modal yang merupakan sarana dan prasarana untuk bekerja, seperti; meja dan kursi, computer, laptop, dan printer untuk melaksanakan proses pengerjaan administrasi, lemari dan filling cabinet untuk penyimpanan arsip.
Tersedianya sarana sistem informasi yang berfungsi untuk memudahkan dan mempercepat penyampaian informasi dengan berbagai pihak baik internal DLH sendiri, maupun eksternal, seperti ke instansi, lembaga, swasta baik dalam negeri maupun  luar negeri, berupa sarana seperti; internet, faxcimille, email, website, telepon.
Tersedianya kantor DLH yang memadai, yang di dalamnya tersedia sarana aula/ruangan untuk rapat dan koordinasi, ruangan arsip untuk penyimpanan dokumen seperti kontrak pekerjaan, surat pertanggungjawaban, hasil kajian-kajian, dan lainnya, adapun perpustakaan sampai dengan saat ini belum tersedia.
Terkait dengan aset/modal yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup adalah terutama meliputi sarana dan prasarana penunjang untuk menopang operasional rangka dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Cirebon. Sarana dimaksud terdiri dari :
a. Kendaraan roda 4 sebanyak 13 unit dan roda 2 sebanyak 14 unit.
b. Kendaraan operasional pengelolaan sampah terdiri dari dump truck sebanyak 20 unit, truck amrol sebanyak 5 unit, amrol sebanyak 10 unit, truck tanki air sebanyak 4 unit, roda 3 tanki air sebanyak 1 unit, roda 3 pengangkut sampah sebanyak 33 unit, bulldozer sebanyak 3 unit dan eksavator sebanyak 3 unit.
c. Peralatan kerja yang mendukung operasional organisasi yang terdiri dari 21 unit Personal Computer, 17 unit Laptop/ notebook, 15 unit Printer, 1 unit OHP dan 2 unit scanner.

d. Peralatan pengujian kualitas air.
Sebagian aset peralatan pengujian kualitas lingkungan yang ada belum dapat difungsikan sebagaimana mestinya. Hal ini dikarenakan belum tersedianya ruang/gedung yang dapat difungsikan khusus untuk laboratorium. Sedangkan untuk melakukan uji paramater kualitas lingkungan tidak hanya dibutuhkan unit laboratorium yang dapat beroperasi tetapi juga harus terakreditasi. Karenanya saat ini masih dilakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam melakukan uji parameter kualitas lingkungan.
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1. Sub bagian Umum dan Kepegawaian

Sub bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas. Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan dan administrasi kepegawaian. Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
a. perumusan bahan perencanaan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
b. pelaksanaan pengamanan sarana dan prasarana kantor; 
c. pelaksanaan penjagaan kebersihan lingkungan kantor;
d. pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana kantor serta kendaraan dinas/ operasional;
e. pelaksanaan penyediaan kebutuhan rumah tangga meliputi listrik, air, telepon serta peralatan rumah tangga kantor;
f. pengelolaan administrasi persuratan/ dokumen baik masuk maupun keluar serta pelaksanaan pendistribusian surat/ dokumen kedinasan;
g. pelaksanaan penyediaan alat tulis kantor dan barang cetakan serta penggandaan;
h. pengendalian pelaksanaan kearsipan, keprotokolan dan kehumasan;
i. pengoordinasian penyusunan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan serta pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat;
j. penyiapan bahan penyusunan analisis jabatan dan analisis kebutuhan pegawai;
k. pelaksanaan urusan pengembangan karir, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, pemberhentian dan pensiun pegawai;
l. pelaksanaan urusan disiplin pegawai, penghargaan, dan evaluasi kinerja pegawai serta pengembangan pegawai;
m. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
2. Sub bagian Keuangan dan Aset
Sub bagian Keuangan dan Aset dipimpin oleh Kepala Sub bagian Keuangan dan Aset yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas. Sub bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dan aset serta penyusunan bahan laporan pertanggungjawaban keuangan dan aset. Subbagian Keuangan dan Aset dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
a. perumusan bahan perencanaan pada Subbagian Keuangan dan Aset;
b. pelaksanaan urusan perbendaharaan dan layanan administrasi keuangan;
c. pelaksanaan akuntansi dan verifikasi pengelolaan keuangan;
d. penyiapan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
e. pengoordinasian dan penyusunan laporan keuangan;
f. penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah;
g. pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah;
h. penyusunan laporan dan rekonsiliasi barang milik daerah;
i. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Keuangan dan Aset; dan
j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
3. Sub bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
Sub bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin Oleh Kepala Sub bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas. Sub bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
a. perumusan bahan perencanaan pada Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
b. penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasian penyusunan perencanaan yang meliputi penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja);
c. penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasian penyusunan penganggaran yang meliputi penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
d. penyusunan perjanjian kinerja, Indikator Kinerja Kunci (IKK), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi kinerja;
e. penyusunan bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan/atau Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ);
f. pelaksanaan penilaian risiko melalui identifikasi risiko, analisis risiko, dan rencana tindak pengendalian risiko serta pelaporan pengendalian risiko;
g. penyiapan bahan penyusunan penataan organisasi;
h. pengelolaan dan penyajian data dan informasi pelaksanaan program dan kegiatan;
i. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
j. pelaksanaan fungsi Iain yang diberikan Oleh Sekretaris Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
3.1.9. [bookmark: _Toc132340318][bookmark: _Toc132803441][bookmark: _Toc133308583][bookmark: _Toc138424411]Bidang Pekerjaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon
1. Bidang Tata Lingkungan 

Bidang Tata Lingkungan yang mempunyai tugas :
a. Menyusun rencana, menilai, mengolah, membina, mengendalikan, dan mengevaluasi mengenai dampak pemanfaatan lingkungan;
b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
Bidang Tata Lingkungan, melaksanakan fungsi:
1. Penyusunan rencana program kegiatan Bidang;
2. Inventarisasi dan pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database sumberdaya alam;
3. Penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Penyusunan dokumen daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
5. Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup;
6. Penyusunan Neraca Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, status Lingkungan Hidup Daerah, serta Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
7. Pelaksanaan inventarisasi dan penyusunan profil emisi Gas Rumah Kaca;
8. Pelaksanaan Sosialisasi kepada pemangku  kepentingan tentang RPPLH;
9. Pengumpulan dan penyusunan direktori teknologi lingkungan;
10. Pengumpulan bahan pembinaan dan pemantauan terhadap penerapan teknologi lingkungan; dan
11. Penyiapan bahan pelaksanaan pembuatan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis di bidang penerapan teknologi lingkungan;
12. Penyusunan dan penetapan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten;
13. Pelaksanaan pemberian rekomendasi persyaratan ijin lingkungan;
14. Penyusunan bahan penilaian terhadap dokumen lingkungan;
15. Pelaksanaan pengkajian lingkungan hidup;
16. Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan;
17. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Bidang; dan
18. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Bidang Pengendalian dan Pemulihan Dampak Lingkungan 
Bidang Pengendalian dan Pemulihan Dampak Lingkungan yang mempunyai tugas :
a. Menyusun rencana, kajian upaya pengendalian dan pemulihan dampak lingkungan;
b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
Bidang Pengendalian dan Pemulihan Dampak Lingkungan, melaksanakan fungsi:
a. Penyusunan rencana program kegiatan Bidang;
b. Pelaksanaan pemantauan kualitas air, kualitas udara, kualitas tanah, kualitas pesisir dan laut;
c. Penentuan baku mutu lingkungan dan mutu sumber pencemar;
d. Penyiapan sarana prasarana pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
e. Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar dan kerusakan lingkungan dari institusi dan non institusi;
f. Pelaksanaan pemberian rekomendasi sebagai persyaratan ijin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
g. Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki ijin lingkungan, ijin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
h. Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima ijin lingkungan dan ijin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
i. Pelaksanaan pengawasan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima ijin lingkungan, ijin perlindungan dan pengelolaan lingkungan, serta pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
j. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
k. Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) dari sumber pencemar dan kerusakan lingkungan, pemulihan pencemar institusi dan non institusi;
l. Pelaksanaan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar dan kerusakan lingkungan dari institusi dan non institusi;
m. Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
n. Pelaksanaan pemantauan penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan;
o. Pelaksanaan perlindungan, pengawetan dan pencadangan sumber daya alam, pemanfaatan secara lestari, upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
p. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
q. Pelaksanaan evaluasi dan pembinaan penyusunan laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dari sumber pencemar dan kerusakan lingkungan;
r. Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
s. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
t. Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
u. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Bidang; dan
v. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Bidang Penaatan Hukum dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan
Bidang Penaatan Hukum dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan yang mempunyai tugas :
a. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis, pemantauan, fasilitasi penataan hukum lingkungan dan peningkatan kapasitas dan kemitraan lingkungan hukum;
b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
Bidang Penaatan Hukum dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan, melaksanakan fungsi:
1) Penyusunan rencana program kegiatan Bidang;
2) Penyusunan kebijakan teknis dibidang hukum lingkungan hidup;
3) Penyusunan kebijakan penanganan sengketa lingkungan;
4) Pelaksanaan Sosialisasi kebijakan penanganan sengketa lingkungan;
5) Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja lain dalam rangka penanganan sengketa lingkungan;
6) Penyusunan bahan fasilitasi pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan bahan penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan;
7) Pelaksanaan penelaahan, verifikasi dan penyusunan rekomendasi tindaklanjut hasil verifikasi pengaduan;
8) Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
9) Pelaksanaan pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
10) Penyusunan bahan pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum lingkungan;
11) Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
12) Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
13) Penyusunan bahan penanganan barang bukti dan penanganan  hukum pidana secara terpadu;
14) Pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan penataan hukum;
15) Pembentukan dan pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;
16) Penyusunan bahan dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional;
17) Pelaksanaan kerja sama dengan lembaga masyarakat sebagai upaya untuk  meningkatkan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan melalui pengembangan kapasitasnya;
18) Penyusunan kebijakan, fasilitasi penilaian dan  pemberian penghargaan lingkungan hidup;
19) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Bidang; dan
20) Pelaksanaan tugas  kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.                                 
4. Bidang Kebersihan dan Pertamanan

Bidang Kebersihan dan Pertamanan yang mempunyai tugas :
a.  Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis dan  menyelenggarakan penyusunan rencana kerja Bidang Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman meliputi sarana dan prasarana, pelayanan kebersihan, pengembangan teknologi dan kemitraan, penanggulangan sampah, sarana dan angkutan, pemeliharaan pertamanan dan ornamen serta pelayanan pemakaman;
b.  Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
Bidang Kebersihan dan Pertamanan, melaksanakan fungsi:
1) Perumusan kebijakan umum dan teknis Dinas, bidang Kebersihan, pertamanan dan pemakaman; 
2) Penyusunan rencana kerja Bidang Kebersihan, pertamanan dan pemakaman berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja Dinas; 
3) Penetapan lokasi Tempat Penampungan Sementara, Tempat Pengolahan Sampah Terpadu dan Tempat Pemrosesan Akhir;
4) Penyelenggaraan inventarisasi, pengadaan, pemeliharaan, perbaikan dan penghapusan sarana dan prasarana kebersihan, pertamanan dan pemakaman; 
5) Penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana kebersihan kebersihan, pertamanan dan pemakaman; 
6) Pelaksanaan penyimpanan dan penggunaan/ pemanfaatan sarana dan prasarana kebersihan kebersihan, pertamanan dan pemakaman; 
7) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian operasionalisasi sarana dan prasarana kebersihan kebersihan, pertamanan dan pemakaman; 
8) Penyelenggaraan administrasi pengelolaan sarana dan prasarana kebersihan kebersihan, pertamanan dan pemakaman; 
9) Penyusunan sistem manajemen pelayanan kebersihan kebersihan, pertamanan dan pemakaman; 
10) Pengendalian terhadap pelaksanaan sistem manajemen pelayanan kebersihan;
11) Penerbitan rekomendasi Tempat Penampungan Sementara, Tempat Pengolahan Sampah Terpadu dan Tempat Pemrosesan Akhir; 
12) Pelaksanaan pelayanan teknis kebersihan, pengelolaan persampahan; 
13) Penyelenggaraan pemungutan retribusi persampahan/ kebersihan; 
14) Penyelenggaraan pemantauan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pelayanan kebersihan secara berjenjang dalam aspek administratif dan teknis; 
15) Penyusunan bahan pembinaan khusus petugas lapangan kebersihan dan rencana pengembangan teknologi serta kemitraan penanggulangan sampah; 
16) Penyusunan bahan analisis kebutuhan pengembangan teknologi dan kemitraan penanggulangan sampah; 
17) Penyusunan bahan fasilitasi peningkatan kapasitas manajemen dan penyelenggaraan kerjasama, kemitraan dengan masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan dan unsur pemerintah lainnya dalam penelitian, pengembangan teknologi penanggulangan sampah; 
18) Penyusunan bahan pembinaan penyuluhan kebersihan dan pengelolaan sampah; 
19) Penyusunan bahan fasilitasi pembentukan dan pengembangan lembaga mitra pengelola sampah pada masyarakat; 
20) Penyusunan bahan inventarisasi potensi taman dan ornamen daerah; 
21) Penyusunan rencana dan melaksanakan pengembangan taman dan ornamen daerah; 
22) Penyusunan rencana dan melaksanakan pengadaan bibit tanaman untuk kepentingan pemeliharaan dan pengembangan taman; 
23) Penyusunan rencana dan pelaksanaan pembangunan serta pemeliharaan ornamen di dalam atau di luar taman; 
24) Pelaksanaan pengadaan serta pengembangan rumah pembibitan (green house) tanaman pelindung, peneduh, hias dan tanaman lainnya sesuai kebutuhan pertamanan; 
25) Pelaksanaan distribusi bibit tanaman pelindung, peneduh, 21wqhias dan tanaman lainnya sesuai kebutuhan pertamanan dari rumah pembibitan (green house); 
26) Pelaksanaan pemangkasan, perapihan (topping) ringan, sedang dan berat pada pohon/tanaman keras/tanaman hias sesuai kebutuhan; 
27) Penyusunan bahan survai pengujian pohon/tanaman keras untuk kepentingan penghapusan/penebangan; 
28) Penyusunan bahan penghapusan/penebangan pohon/tanaman keras sesuai kebutuhan; 
29) Penyusunan bahan penerbitan rekomendasi penghapusan/ penebangan pohon/tanaman keras pada jalan provinsi dan jalan nasional; 
30) Penyusunan bahan inventarisasi potensi lahan pemakaman daerah; 
31) Penyusunan bahan, penyusunan rencana dan pelaksanaan pengadaan lokasi serta pengembangan pemakaman daerah; 
32) Penyusunan rencana dan pelaksanaan pengadaan bibit tanaman untuk kepentingan pemeliharaan dan pengembangan pemakaman; 
33) Penyusunan rencana dan pelaksanaan pembangunan serta pemeliharaan ornamen di pemakaman; 
34) Pelaksanaan penggantian (rolling) tanaman di pemakaman sesuai kebutuhan; 
35) Penyusunan bahan fasilitasi kajian dan/atau saran teknis proses pelayanan perizinan dan untuk penerbitan rekomendasi pemerintah daerah dari Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu untuk proses registrasi proses perizinan pelayanan pemakaman 
36) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Kebersihan, pertamanan dan pemakaman; 
37) Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
38) [bookmark: _Toc131967458][bookmark: _Toc131967945][bookmark: _Toc131971053][bookmark: _Toc131991526][bookmark: _Toc132337702][bookmark: _Toc132340319][bookmark: _Toc132803442][bookmark: _Toc133308584]Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3.2. [bookmark: _Toc138424412] Metode Penelitian
3.2.1. [bookmark: _Toc131967459][bookmark: _Toc131967946][bookmark: _Toc131971054][bookmark: _Toc131991527][bookmark: _Toc132337703][bookmark: _Toc132340320][bookmark: _Toc132803443][bookmark: _Toc133308585][bookmark: _Toc138424413][bookmark: _Toc131967460][bookmark: _Toc131967947][bookmark: _Toc131971055][bookmark: _Toc131991528][bookmark: _Toc132337704][bookmark: _Toc132339032][bookmark: _Toc132340321][bookmark: _Toc132803444][bookmark: _Toc133308586]Metode Penelitian yang Digunakan

Metode penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2015: 9) adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode Penelitian Kualitatif. Penentuan sampel menggunakan teknik purposive sampling yang memungkinkan informan untuk penelitian ini meliputi pemahaman kebijakan, implementasi dan pemantauan absensi sidik jari dan pencatatan kehadiran pegawai sebelum menerapkan absen sidik jari. Kemudian mendapatkan data dengan mengamati langsung ke lokasi penelitian, lakukan wawancara mendalam, dan tinjau dokumen yang relevan dengan tujuan penelitian. Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif untuk mendeskripsikan fenomena sosial yang ditemukan dalam penelitian.
3.2.2. [bookmark: _Toc131967461][bookmark: _Toc131967948][bookmark: _Toc131971056][bookmark: _Toc131991529][bookmark: _Toc132337705][bookmark: _Toc132340322][bookmark: _Toc132803445][bookmark: _Toc133308587][bookmark: _Toc138424414]Desain Penelitian
Desain penelitian ini adalah penelitian kualitatif, sebab data dan analisis yang digunakan dalam penelitian bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal berdasarkan sudut pandang manusia yang diteliti (Sulistyo-Basuki, 2006: 78). 
Menurut Sukardi (2004: 183), desain penelitian merupakan semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Dalam konteks ini, komponen desain dapat mencakup semua struktur penelitian yang diawali sejak ditemukannya ide sampai diperoleh hasil penelitian. Pengertian desain penelitian secara arti sempit yaitu desain penelitian adalah penggambaran secara jelas tentang hubungan antara variabel, pengumpulan data, dan juga analisis data.
Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain penelitian deskriptif kualitatif, di mana data yang diperoleh terdiri dari hasil wawancara dan sumber lain yang mendukung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan fakta atau realita empiris terkait dengan fenomena yang berkaitan dengan "penerapan sistem absensi berbasis sidik jari dalam meningkatkan disiplin kerja pegawai di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon".
3.3. [bookmark: _Toc131967462][bookmark: _Toc131967949][bookmark: _Toc131971057][bookmark: _Toc131991530][bookmark: _Toc132337706][bookmark: _Toc132340323][bookmark: _Toc132803446][bookmark: _Toc133308588][bookmark: _Toc138424415]Informan dan Teknik Pengumpulan Data
3.3.1. [bookmark: _Toc131967463][bookmark: _Toc131967950][bookmark: _Toc131971058][bookmark: _Toc131991531][bookmark: _Toc132337707][bookmark: _Toc132340324][bookmark: _Toc132803447][bookmark: _Toc133308589][bookmark: _Toc138424416]Informan

Menurut Sugiyono (2018:80) menjelaskan tentang sumber informasi dalam penelitian kualitatif adalah informan atau narasumber yang berhubungan dengan permasalahan peneliti dan mampu menyampaikan informasi sesuai situasi dan kondisi latar penelitian. Informan merupakan seseorang yang diminta untuk memberikan informasi tentang subjek yang diteliti, dan dalam arti penelitian yang dilakukan, dia memiliki banyak informasi yang relevan dengan data, sehingga penyebutan informan lebih dekat dengan sumber biasanya dalam penelitian, Objek kajian tampak dalam bentuk “kasus” suatu unit, termasuk dalam bentuk lembaga atau organisasi atau lembaga sosial. Banyaknya informan dalam penelitian kualitatif tergantung pada kebutuhan dan kedalaman peneliti.
3.3.2. [bookmark: _Toc131967464][bookmark: _Toc131967951][bookmark: _Toc131971059][bookmark: _Toc131991532][bookmark: _Toc132337708][bookmark: _Toc132340325][bookmark: _Toc132803448][bookmark: _Toc133308590][bookmark: _Toc138424417]Teknik Pemilihan Informan
Menurut Sugiyono (2018:85) Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik Purposive Sampling. Teknik pemilihan informan (purposive sampling) yang digunakan dalam penelitian ini, purposive sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang mengambil pertimbangan tertentu dari sumber data. Pertimbangan-pertimbangan khusus ini, misalnya orang itu diyakini paling tahu harapan kita, atau bahwa dia mungkin penguasa, memudahkan peneliti untuk mengeksplorasi objek atau situasi sosial yang diteliti. Sugi dan Liar (2014:218) Penyedia informasi yang dipilih untuk penelitian ini adalah: 
1. Informan Utama: Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup 
2. Informan Pendukung 1: Aparatur Sipil Negara Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon 
3.3.3. [bookmark: _Toc131967465][bookmark: _Toc131967952][bookmark: _Toc131971060][bookmark: _Toc131991533][bookmark: _Toc132337709][bookmark: _Toc132340326][bookmark: _Toc132803449][bookmark: _Toc133308591][bookmark: _Toc138424418]Teknik Pengumpulan Data
Menurut Sugiyono (2018:224) teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah untuk memperoleh data. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti yakni sebagai berikut:
1. Wawancara
Menurut Esterbeg (Sugiyono 2018:231) menyatakan bahwa wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikontribusikan makna dalam suatu topik tertentu. 
2. Observasi (Pengamatan)
Nasution dalam Sugiyono (2016:226)  menyatakan bahwa, observasi merupakan dasar dari semua ilmu pengetahuan. Ilmuwan hanya dapat bekerja dengan data, fakta tentang dunia nyata yang diperoleh melalui observasi. Data dikumpulkan, seringkali dengan bantuan berbagai alat yang sangat canggih, sehingga objek yang sangat kecil atau sangat jauh dapat diamati dengan jelas.
3. Dokumentasi 
Menurut Sugiyono (2018:240) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Data-data sebagai bukti penelitian berupa foto, gambar hidup, tulisan, karya-karya monumental dari seseorang, dan lain sebagainya. 
4. Analisis Data
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Bogdan dalam Sugiyono (2018:130)
3.4. [bookmark: _Toc131967466][bookmark: _Toc131967953][bookmark: _Toc131971061][bookmark: _Toc131991534][bookmark: _Toc132337710][bookmark: _Toc132340327][bookmark: _Toc132803450][bookmark: _Toc133308592][bookmark: _Toc138424419]  Opersionalisasi Konsep Penelitian
Menurut Sugiyono (2012:31) definisi operasional adalah penentuan konstrak atau sifat yang akan dipelajari sehingga menjadi variabel yang dapat diukur. Definisi operasional menjelaskan cara tertentu yang digunakan untuk meneliti dan mengoperasikan konstrak, sehingga memungkinkan bagi peneliti yang   lain untuk melakukan replikasi pengukuran dengan cara yang sama atau mengembangkan cara pengukuran konstrak yang lebih baik.
Jadi, dapat disimpulkan operasional adalah definisi yang didasarkan atas sifat-sifat variabel yang diamati. Operasional mencakup hal-hal penting dalam penelitian yang memerlukan penjelasan. Operasional bersifat spesifik, rinci, tegas dan pasti yang menggambarkan karakteristik variabel-variabel penelitian dan hal-hal yang dianggap penting. Konsep penelitian diatas dioperasionalkan dengan menjabarkan konsep tersebut dalam beberapa dimensi sehingga lebih jelas. Selanjutnya dimensi tersebut diuraikan dalam beberapa parameter yang selanjutnya dituangkan dalam item-item pertanyaan dalam wawancara.
[bookmark: _Toc138424420]Tabel 3.3
[bookmark: _Toc138424421]Definisi Oprasional Penelitian

	Konsep
	Dimensi
	Parameter

	
	Support / Dukungan
	1. [bookmark: _Hlk136770772]Infrastuktur dan suprastruktur pendukung 
2. [bookmark: _Hlk136771327]Sumber daya manusia yang mendukung

	E-Government 
Indrajit (2016:10)
	Capacity / Kemampuan
	1. [bookmark: _Hlk136771862]Sumber daya manusia 
2. [bookmark: _Hlk136772003]Infrastruktur perangkat teknologi, aplikasi perangkat, jaringan, dan lain sebaginya

	
	[bookmark: _Hlk136772260]Value / Manfaat
	1. [bookmark: _Hlk136772317]Manfaat kepada pegawai

	
	Tujuan dan kemampuan
	1. Tujuan organisasi
2. Disiplin pegawai

	
	[bookmark: _Hlk136772853]Teladan pimpinan
	1. [bookmark: _Hlk136772887]Kepemimpinan yang baik
2. [bookmark: _Hlk136772959]Gaya kepemimpinan teladan dan panutan

	Disiplin pegawai
Hasibuan (2013:262)
	Balas jasa
	1. [bookmark: _Hlk136773485]Motivasi kerja
2. Kesejahteraan pegawai

	
	Keadilan
	1. [bookmark: _Hlk136773795]Pimpinan yang adil dalam memperlakukan pegawainya
2. Sikap adil atau netral dan bijaksana dalam kepemimpinan

	
	[bookmark: _Hlk136773986]Pengawasan melekat (Waskat)
	1. [bookmark: _Hlk136774055]Pengawasan melekat oleh pimpinan kepada para pegawai
2. Bimbingan dan arahan pimpinan kepada para pegawai

	


	[bookmark: _Hlk136774249]Sanksi hukuman
	1. [bookmark: _Hlk136774275]Tingkat sanksi hukuman
2. Efektivitas penerapan sanksi hukuman

	
	Ketegasan
	1. [bookmark: _Hlk136774444]Ketegasan pimpinan terhadap aturan
2. Ketegasan pimpinan terhadap sanksi hukuman

	
	[bookmark: _Hlk136774820]Hubungan kemanusiaan
	1. [bookmark: _Hlk136774846]Keharmonisan dalam kerjasama antara pimpinan dan para pegawai
2. Keharmonisan antara para pegawai



3.5. [bookmark: _Toc138424422] Pengujian Keabsahan Data
 Sugiyono (2018:241) menyatakan bahwa teknik triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersiifat menggabungkan dari berbagai teknik yang ada dan sumber data yang telah ada. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi teknik, yaitu peneliti melakukan teknik pengumpulan yang berbeda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama.
Triangulasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu:
1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
1. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
1. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
1. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan masyarakat dari berbagai kelas.
1. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.
 Triangulasi data dilakukan untuk validitas data yang diperoleh untuk menghindari dari biasnya penelitian. Informan digali dari sumber yang berkaitan dengan implementasi sistem absensi berbasis fingerprint dalam meningkatkan disiplin pegawai di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon.
3.6. [bookmark: _Toc138424423] Teknik Analisis Data
Proses analisis data melibatkan upaya sistematis untuk mencari dan mengorganisir data yang diperoleh dari berbagai sumber, termasuk wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Hal ini melibatkan koordinasi data, sintesi, pengkategorian, penguraian menjadi unit-unit, pola-pola penyusunan, pemilihan data penting, dan pembuatan kesimpulan yang mudah dipahami oleh orang lain maupun diri sendiri. Menurut Huberman dan Sugiyono (2018: 134), kegiatan dalam analisis data meliputi: 
1. Pengumpulan Data 
Kegiatan utama dalam penelitian adalah mengumpulkan data. Dalam penelitian kualitatif, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi atau kombinasi dari ketiganya (triangulasi). Pengumpulan data dilakukan selama berhari-hari bahkan berbulan-bulan untuk memperoleh data yang beragam dan banyak. 
2. Reduksi Data 
Data yang diperoleh dari lapangan umumnya cukup banyak dan perlu dicatat secara rinci. Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang penting, menemukan tema dan pola, dan memfokuskan pada hal-hal yang relevan. Dengan cara ini, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah pengumpulan data selanjutnya. 
3. Penyajian Data 
Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Dengan penyajian data ini, data dapat diorganisasikan dan tersusun dalam pola hubungan yang lebih mudah dipahami. 
4. Verifikasi Kesimpulan 
Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dibuat masih bersifat sementara dan dapat berubah apabila tidak ditemukan bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data berikutnya.
3.7. [bookmark: _Toc132803455][bookmark: _Toc133308597][bookmark: _Toc138424424] Jadwal Penelitian 
 Jadwal penelitian ini bersifat tentatif, karena relasinya masih dapat berubah. Oleh karena itu, diperkirakan waktu yang diperlukan dalam penelitian adalah 6 bulan yang dimulai pada bulan Maret sampai dengan Agustus 2023. Adapun rencana jadwal penelitian disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

[bookmark: _Toc131967472][bookmark: _Toc131967959][bookmark: _Toc131971067][bookmark: _Toc131991540][bookmark: _Toc132337716][bookmark: _Toc132339044][bookmark: _Toc132340333][bookmark: _Toc132803456][bookmark: _Toc133308598][bookmark: _Toc138424425]Tabel 3. 4
[bookmark: _Toc131967473][bookmark: _Toc131967960][bookmark: _Toc131971068][bookmark: _Toc131991541][bookmark: _Toc132337717][bookmark: _Toc132339045][bookmark: _Toc132340334][bookmark: _Toc132803457][bookmark: _Toc133308599][bookmark: _Toc138424426]Jadwal Penelitian

	Jenis Kegiatan
	Tahun
	2023

	
	Bulan
	Maret 
	April 
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	Juni 
	Juli
	Agust 

	
	Minggu
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	2
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